BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada dasarnya diupayakan untuk menciptakan
masyarakat madani yang berperadaban modern, adil dan makmur. Oleh karena
itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat,
sehingga tercapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut yang
tercantum didalam UUD 1945 dan rencana pembangunan nasional.
Pembangunan yang menyeluruh, terencana dan sistematis sudah dilakukandan
telah menunjukkan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada
hakekatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian yang telah dilakukan
secarasadar berencana dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik
menuju kearah yang lebih baik.

Bandung merupakan kota yang sedang berkembang menuju Kota
metropolitan dan seiring dengan itu maka Bandung memerlukan Penataan
Kota dimana salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan kebersihan,
keindahan dan ketertiban (K3). Pembangunan suatu kota akan terwujud dan
dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih,
indah. Cerminan adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan
modal bagi suatu pembangunan. Secara fisik pembangunan kota telah
dilaksanakan, namun belum mencerminkan kebersihan, keindahan dan
ketertiban (K3). Oleh karena itu, maka upaya pembangunan tidak akan
bermakna tanpa adanya K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan). Dengan
demikian hal ini harus diperhatikan karena kebersihan itu adalah sebagian dari
iman dan kebersihan pangkal sehat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu akan dihadapkan pada
permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah sebagai
pelaksana kedaulatan rakyat harus mampu menuntaskan permasalahan-

permasalahan tersebut. Berbagai permasalahan merupakan tantangan dalam
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mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial rakyat. Tujuan negara
tersebut merupakan hal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang
tiada lain pemerintan memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satu alat kendali pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu
melalui sebuah alat, yaitu bisa disebut dengan public policy atau kebijakan
publik.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang
berkembang sangat pesat. Kota Bandung juga merupakan Pusat Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat. Tentunya seiring dengan kemajuan kota berbagai
permasalahan pun kemudian muncul mengiringi laju perkembangan kota.
Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Bandung juga tentunya
mempunyai masalah tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
Kota. Sebagaimana Kota Besar lainnya K3 sering menjadi permasalahan yang
paling sering terjadi dalam sebuah kota. Padatnya penduduk yang semakin
bertambah akibat urbanisasi tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi
K3. Maka dari itu Pemerintahan Kota Bandung dirasakan perlu mengeluarkan
kebijakan yang mengikat bagi siapa saja yang berada di daerahnya

Sebagai warganegara negara yang baik, setiap orang harus mengetahui
apa yang menjadi, kewajiban maupun larangan terhadap lingkungan seperti
yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
ditunjang dengan masyarakat mengetahui hak, kewajiban dan larangan
terhadap lingkungan diharapkan dapat menjaga lingkungan di sekitarnya.

Permasalahan terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban menjadi
perhatian pemerintah Kota Bandung, dan berbagai program yang dilaksanakan
berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Perda Kota Bandung Nomor 11
Tahun 2005 tentang penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan) yang telah mengatur mulai dari menyelenggarakan ketertiban
umum, tertib lingkungan, bersih sampah, keindahan, sampai larangan maupun
pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan penghargaan hingga
sanksi pun sudah di atur dalam Perda tersebut. Tetapi sampai saat ini masih
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saja masyarakat atau instansi pemerintah yang tidak berupaya semaksimal
mungkin untuk menerapkannya pada wilayah tempat tinggalnya masing-
masing. Padahal ketentuan dan payung hukumnya sudah ada, hanya kurang
perhatian dan kesadaran masyarakat maupun kedisplinan yang menjadi faktor
utama dalam pengimplementasiannya. Dimana sudah ada sanksi yang
ditentukan, setidaknya masyarakat takut akan membuang sampah
sembarangan.

Oleh karena itu, disini mengapa peneliti lebih memilih kelurahan untuk
menjadi tempat penelitian karena kelurahan mempunyai salah satu tugas untuk
mengimplementasikan Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Bandung ke wilayah yang dinaungi oleh kelurahan dan agar kelurahan
mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan dan mampu mengupayakan agar tetap menjaga kebersihan
lingkungan. Karena tingkat kedisplinan saja tidak cukup untuk mengatasi
permasalahan kebersihan di wilayah masing-masing daerah. Aparat kelurahan
juga berhak untuk menegaskan atau menggalakan sistem yang dikeluarkan
oleh Kota Bandung. Seharusnya dengan peraturan yang sudah ada, masyarakat
maupun aparat kelurahannya sadar akan hak dan kewajiban dalam
memperhatikan kondisi kebersihan wilayah sekitar. Masyarakat tidak perlu
dipaksa dan disuruh untuk membuang pada tempatnya, masyarakat harus
paham dengan kebersihan lingkungannya, dan masyarakat lebih peka terhadap
sampah yang berada bukan pada tempatnya. Ketika masyarakat masih disuruh
dan belum disiplin dalam membuang sampah, maka kesadaran maupun
kedisplinan masyarakat akan terlihat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti
mengenai implementasi dari Perda Kota Bandung dalam meningkatkan
kedisplinan masyarakat, dengan demikian skripsi ini berjudul “Implementasi
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Untuk
Meningkatkan Kedisplinan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan
Babakan Sari Kota Bandung)”.

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan satu
masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana implementasi Perda
Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 mampu meningkatan kedisplinan
masyarakat?”. Untuk memahami permasalahan ini secara lebih fokus dan
terperinci dengan jelas, maka selanjutnya peneliti membuat rumusan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Kelurahan Babakan Sari dalam meningkatkan
kedisiplinan masyarakat ?
2. Bagaimana strategi Kelurahan Babakan Sari dalam menerapkan Skala

Prioritas yang telah di telah direncanakan oleh Pemerintah ?

3. Apa kendala yang dihadapi KelurahanBabakan Sari dalam
meningkatkan kedisplinan masyarakat ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Kelurahan Babakan Sari dalam
mengatasi kendala dalam meningkatkan kedisplinan masyarakat ?
C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum untuk menganalisis implementasi
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005. Sedangkan secara
khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui strategi Kelurahan Babakan Sari dalam meningkatkan
kedisplinan masyarakat.
2. Mengetahui strategi Kelurahan Babakan Sari dalam menerapkan Skala

Prioritas yang telah direncanakan oleh Pemerintah.

3. Mengetahui kendala yang dihadapi Kelurahan Babakan Sari dalam
meningkatkan kedisplinan masyarakat.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan Kelurahan Babakan Sari dalam
mengatasi kendala dalam meningkatkan kedisplinan masyarakat.
D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap setelah penelitian

selesai dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu :

1. Dari Segi Teoritis
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Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang berguna
untuk pengembangan keilmuan sehingga mampu memberikan sumbangsih
dan memperkaya teori-teori tentang bagaimana kesadaran masyarakat
terhadap lingkungan. Selain itu dengan penelitian ini mampu memberikan
ilmu-ilmu yang berkaitan penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan).

2. Dari Segi Kebijakan

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi
pihak pembuat dan pelaksana kebijakan sebagai bahan evaluasi kebijakan
untuk kemudian diadakan tindak lanjut berupa perbaikan dalam tataran
pelaksanaan atau peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah tersebut.
Melalui penelitian ini Pemerintah Kota Bandung dapat memaksimalkan
sosialisasi dalam bidang K3 ( Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan )
sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005.

3. Dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi
mahasiswa dan masyarakat mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
melalui implementasi Perda No. 11 Tahun 2005, sehingga mahasiswa serta
masyarakat dapat mengawal implmentasi kebijakan tersebut agar berjalan
sebagaimana fungsinya.

Selanjutnya, penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan
pemikiran untuk menanamkan kesadaran masyarakat, bahwa mahasiswa dan
masyarakat Kota Bandung memiliki kewajiban yang sama dalam
mewujudkan Kota Bandung yang tertib dan aman melalui pelaksanaan
Pertaturan Daerah.

4. Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini jika
dilihat dari segi isu serta aksi sosial adalah perlunya menanamkan penerapan
Peraturan Daerah tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) dan
kedisiplinan tentang kepada seluruh masyarakat guna terwujudnya warga
negara yang taat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota



Bandung dan bisa lebih menjaga lingkungan sekitar agar terlihat bersih dan

terjaga.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara
lain yaitu :
BAB | : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang
merupakan sistematika penyusunan skripsi.
BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat
para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji, yaitu kedisiplinan.
BAB Ill : METODE PENELITIAN

Berisi tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian,
metode penelitian, desain penelitian, definisi operasional, instrumen
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan keseluruhan proses kegiatan
penelitian dan saran dari peneliti.
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